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KETENTUAN
ASOSIASI SI STEM PEMBAYARAN INDONESIA

NOMOR ASPI/K-II I] IYTIILO23
TENTANG

PENGALIHAN TANGGTJNG JAWAB (LIABILITY SHIFT)
KARTU ATM DAN/ATAU KARTI] DEBIT

PENDAI_IULUAN

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22l23ll'8I12020 tentang Sisten'r
Pembayaran ("PBI SP"), Peraturan Banl< Indonesia Nornor 2316ll>811202l tentang Penyedia
Jasa Pernbayatan ("PBl PJP"), Peraturan Bank Indonesia Nomor 2317lPBIl2021 tentang
Penyelenggara Infrastruktur Sistern PenTbayaran ("PBI PIP"), Pelaturan Anggota Dewan
Gubernut' Nomor 2417lPADG|2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh
Penyedia Jasa Pembayaran dan Penyelenggal'a h'rfrastruktur Sistem Pembayaran ("PADG PJP
PIP"), dan Surat Bank Indonesia Nomor 141117/DASP tanggal 19 Oktober 2012 perihal
Persetuiuau Asosiasi Sistem Pernbayaran Indonesia ("ASPI") sebagai SRO di Bidang Sistem
Pernbayaran, telah diatur keberadaar-r ASPI dengan tr,rjr.ran untuk n-reningkatkan pet'an pelaku
sistem pembayaran di Indonesia dan mcmbantu dalam hal per-rgaturan untuk mendukung
kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dalam rnewujLrdkan industri sistem pembayaran
yang lebih efisien, aman dan andal.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 120 PBI SP, ASPI telah ditetapkan kembali sebagai SRO
yang mempunyai tr.tgas dar-r wewellang antara lain menyusun dan menerbitkan ketentuan di
bidang Sistem Pembayaran yang bersifat teknis dan mikro berdasarkan persetujuan Bank
lndonesia.

Selrubungan dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17|S2lDI<SP
pelilral lmplemeutasi Standar Nasional Tekr-rologi Chip dan Penggunaan Personal
Identificution Nuntber Online efN) 6 (enar-n) Digit untuk Kartn ATM dan/atar.r Kartu Debit
yang Diterbitkan di Indonesia, yang n-rewajibkan Prinsipal, Is.tLter', Accptirer, Penyelenggara
Kliring, dan/atau Penyelenggara Akhir menggunakan Standar Nasional Teknologi C/zp
(SNTC)/Notional Stunclcu'd Inckme^,;iun Chip Curcl fitecificuliom (NSICCS) dan PIN online 6
(enarn) digit untuk l(artu ATM dan/atau I(artu Debit, terrninal ATM, terminal EDC dan sarana
pemroses secala bertahap paling lambat 31 Desember 2021.

Selanjutnya Peraturan Bank L-rdonesia Nomor 19/8/PBIl2017 tar-rggal 2l Juni 2017
tentang Gerbang Pembayaran Nasional/GPN (Nulioncl Palnnenl GutetvaylNPG) n-renetapkan
balrwa SNTC digr"rnakan di environnrcnl GPN (NPG) dan sehubr:ngan dengan dikeluarkannya
Peraturan Bank Indonesia Nomor 22123lPBIl2020 tentang Sisten'r Per-nbayaran, Peraturan Bank
Indorresia Nomor 23l6lPBIl202l terrtang Per-ryedia Jasa Pembayal'ar1, Peraturan Bank Indonesia
Nomor 2317lPBll2021 tentar-rg Penyelenggara Infrastruktr.rr Sistem Pen'rbayaran dan Peratulan
Bank Indonesia Nomor 23111 lPBll2021 tentang Standar Nasional Sisten-r Pen-rbayaran yang
nrenetapkan bahwa standar nasional teknologi Chip trntul< kartu anjungan tunai rnandiri
dan/atar-r lcartu debit yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bank Indonesia Standar Nasional
Sistem Pembayaran berlaku, ditetapkan sebagai Starrdar Nasional.

Mengingat semakir.r meningkatnya tindal< kejahatan, khususnya penyalahgr"rnaan l(artu
ATM dan/atar.r I(artu Debit yang dipalsukan, malca perlu segera dibellakukan Ketentnan
Pengalihan Tanggur-rg Jawab (Liabilitlt Shi/i) yang mengatur pil-rak-pihak yang bertanggung
jawab atas risiko yang mLurgkin tinTbul sebagai alcibat belum dipelgr.rnakarlnya standat'nasional
teknologi Chip pada Kartlr ATM dan/atzru Kartu Debit serta pada terminal, sebagainrana
dimal<sud dalam Peraturan di atas.
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I(etentuan ASPI (I(ASPI) tentang Pengalihan Tanggung .lawab (Lichility Shi/i) Karru
ATM dan/atau I(artu Debit ini telah mernperoleh persetujuan dari Bank Indonesia berclasarkan
Sr"rrat Bank Indonesia Nomor 2511I311DPSP/SLI/B tanggal 5 Juli 2023, mengenai pelsetujuan
terhadap I(etentuan Asosiasi Sistem Penrbayaran Indonesia (I(ASPI) Pengalihan Tanggung
Jawab (Liability Shfi) I(artu ATM dan/atau I(ar.tu Debit.

I]AI] I
I(I]TENTIJAN UMUM

Pasal I

Det-rnisi
Dalam l(etentuan ASPI ("KASPI") ini yang din-raksud dengan:
1. Bank adalah bank Ltmlun dan bank perekonorniar-r rakyat sebagaimana dimaksud dalam

lJndang-Ur-rdang rnengenai perbankan, termasLrk kantor cabang bank asing di Indonesia,
dan bank LImLlm syariah dan bank per-nbiayaan rakyat syariah sebagaimana din-raksud dalarl
Undang-Undang mer-rgenai perbankan syariah.

2. Lernbaga Selain Bank adalah badan usaha berbaclan hul<urn Indonesia bukan Bank.
3. Perryedia Jasa Petlbayaran yang selanjutnya clisingkat P.lP adalah Bar.rk atau Lembaga

Selain Bank yang menyediakan jasa untuk n-ren'rfasilitasi transaksi pembayaran kepada
periggurra jasa.

4. PJP Account Is.vttunce Service selanjr"rtnya disebLrt PJP AIS adalah P.lP yang
rnenyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan y an g berlaku.

5. PJP Penerbit adalah PJP AIS (Account Issuunce Seryic'es) yang lnenerbitkan Kartr-r
ATM dan/atau Debit.

6. Suntber Dana Untuk Pembayaran yang selanjutnya disebr"rt Sumber Dana adalah sulber
dana yang digunakan untul< memenuhi kewa.jiban dalam transaksi pembayaran dan
ditatar.rsahakan dalam suatu akun untuk pembayaran.

7. PJP Pcryntenl Inilictlion dan/atar-r Acquiring Set'vices, selanjr,rtnya disebut PJP PIAS adalah
PJP yang menyelenggaralcan aktivitas pu1l11gr1 initicttion dan/atau accluiring services
tert'nasuk penerllsan transaksi pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-nndangan
yang berlaku.

8. PJP Accltrir"er adalah PJP PIAS (Paymenl Initicrtiott dan/atau tlceluiring Services) yang
mer-ryedial<an term inal.

9. Gerbang Pembayaran Nasional/GPN (Nationul Puyment Guteu,cq,) adalah sistem yang
terdiri atas standar, stvilching. dan service,\'yang dibangun melalui seperangkat aturan dan
mekanisme (cu'rangentent) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal
pembayaran secara nasional.

10. Lenrbaga Switching adalah lembaga yang menyelenggaralcan Stvitching dalam GPN
(NPG).

11. Lembaga Su,itching l>JP Penerbit adalah Lenrbaga Stvitching dimana PJP AIS menjadi
ar, ggotanya berdasalkan pelian j iarr kerjasama

72. Lenbaga Switching PJP Accluirer adalah Ler.nbaga Svitching dirnana PJP PIAS menjadi
anggotanya beldasarkan perianjian keljasauta.

13. Lenrbaga Services adalah lenrbaga yang rllengelola luurgsi Services dalan, GPN (NPG).
14. Hari l(erja beralti setiap hari (selain hari Sabtr"r, Minggu. dan hari libur nasional) dimana
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Bank lndonesia beroperasi.
15. Hari Kalender adalah setiap hari dalam satLr tahlur sesllai dengan kalender masehi yang

berlaku di Indonesia.
16. Anjungan Tunai Mar-rdiri (Atrlontaled Teller lulcrchine) yang selanjutnya disingkat ATM

adalah mesin yang dipakai untul< bertransaksi dengan menggunakan Kartu ATM dan/atau
Kartu Debit sebagaimana dimaksLrd dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatul
mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartn.

17. Kartu Anjungan Tunai Mandiri (l(artu ATM) adalah l<artu yang dapat digr,urakan untuk
melal<ukan peuarikau tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pengguna kartr-r
dipenuhi seketika dengan nlengLlrangi secara langsung simpanan pellggLrna kartu pada
Bank atau Lembaga Selain Banl< yang berwenang untul< urenghimpun dana sesuai dengan
l<etentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. I(artu Debit adalali kartu yang dapat digr-rnakan untuk melakukan pembayaran atas
kewajiban yang tir-r-rbr"rl dari suatu kegiatan el<onorni, termasuk tlansaksi pembelanjaan
dimana kewajiban penggLlna l<artu dipenuhi seketika dengan mengllrangi secara langsung
simpanan pengguna kartu pacla Bank atau l,embaga Selain Bank yang berwenang untuk
rnenghimpun dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yar-rg ber'laku.

19. I(artu Palsu adalah l(artu ATM dan/atau I(artLr Debit hasil penggandaan (duplikasi) oleh
pihak yang tidak bet'wenang atas I(altu ATM dan/atau I(artr-r Debit yang dimiliki oleh
pengglula kartu yang sal.r.

20. Electronic Dulu Cupttre (EDC) adalah perar.rgl<at peurbayaran di pedagang (merchcrnt)
yang n'Iellggunakan alat pembayal'an menggr.rnakan kaltu dan uang elektronik. lnforrnasi
pembayaran didasarkan pada voucher maupLur terminal elektronik yang jr,rga belfur-rgsi
untuk meneruskan infolmasi.

21. Teminal adalah ATM dan/atar-r EDC yang digunakan rurtuk mempl'oses transaksi dengan
menggunakan Kartu ATM dan/atau l(altr-r Debit.

Pasal 2
Tujr.ran

KASPI Pengalihan Tanggung .lawab (Liubilitlt Shi/i) I(artu ATM dan/atau I(artu Debit
bertujuan untuk:
(1) Memberikan panduan dan aturan dalam merrentukan pihak yang bertanggluig jawab atas

kerugian yang n.rr.rngkin timbr-rl bilamana terjadi transaksi tindak ke.jal-ratan dan/atau
penyalahgunaan I(artu Palsu di wilayah Indonesia sebagai akibat belum diterapkannya
tel<nologi Chip.

(2) Mendorong percepatan migrasi Kaltu ATM dan/atau Kartu Debit selta Teminal dari
tekr-rologi mugneticstripe keteknologiChip yangrllenggural<an standalNSICCS (Nulional
Stunclarcl Inclonesi an Chip Cu'cl Spec i.t'icat ion).

(3) Mengurangi potensi terjadinya tindali ke.iahatan dan/atau penyalahgLuraan I(artu ATM
dan/atar.r Kartu Debit.

Pasal 3

Ruang Lingkup
I(ASPI ini berlaku untuk:
a. Transaksi yang terjadi di wilayah Indonesia clengan menggunakan l(altu Palsv(counle(eil)

yang mana kartu aslinya (baik l<artt ntugnetic .;lripe nraupLur kartu yang berteknologi chip
r.nenggunakan standar NSICCS) diterbitkan oleh P.lP Penerbit di lndonesia; dan

b. Trar-rsaksi yang dilakr.rkan dengan r-nenggunal<an flsih l<arlu (ccu'cl presenl environntent).
6.'
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BAB II
PENGALIHAN TANGGLING JAWAB

Pasal 4
Pihak yang BertanggLrng Jawab

Dalam hal terdapat kerugian sebagai akibat dari tindak kejahatan danlatatpenyalahgunaan yang
menggunakan Kartu Palsu, maka pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang belum
menerapkan standar teknologi Cftrp NSICCS (Narional Standard Indonesian Chip Card
Spe c ific ation) dengan ketentuan sebagai berikr"rt:

a. Transaksi di ATM

Kartu Palsu Kapabilitas ATM Pihak yang
Bertanggung Jawab

Kartu magnetic
stripe palsu
(counterfeit)
dimana kartu
aslinya adalah kartu
Magnetic Stripe

tidak memilil<i kemampuan memproses
transaksi I(artu Cftrp NSICCS.

PJP Penerbit

Kartu nxagnetic
.rtripe palsu
(counterfeit)
dimana kartu
aslinya adalah kartu
Magnetic Stripe

memiliki kemampuan memproses
transaksi Kartu Cftrp NSICCS.

PJP Penerbit

Kartu magnetic
stripe palsu
(counterfeit)
dimana kartu
aslinya adalah kartu
Chip

tidak memilil<i kemampuan memproses
transaksi I(artu Cfrlp NSICCS.

PIP Acquirer

Kartu magnetic
stripe palsu
(counterfeit)
dimana kartu
aslinya adalah kartu
Chip

memilil<i lcemampuan memproses
transaksi Kartu Cftrp NSICCS.

PJP Penerbit

Kartu Chip palsu
(counterfeit)
dimana kartu
aslinya adalah kartu
Chip

memilil<i kemampuan memproses
transaksi Kartu C/irp NSICCS.

PJP Penerbit

,
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b. Transaksi di EDC

Kartu Palsu I(apabilitas EDC Pihak yang
Beranggung Jawab

Kartu magnetic
sh^ipe palsu
(counterJbit)
dimana kaftu
aslinya adalah kartu
Mcrgnetic Stripe

tidal< memiliki kemampuan memproses
transaksi Kartu Cftip NSICCS.

PJP Penerbit

I(artu magnetic
stripe palsu
(counterfeit)
dimana kartu
aslinya adalah karlu
Mctgnetic Stripe

memiliki l<emampuan mempl'oses
tlansaksi Kartr.r C/zip NSICCS.

PJP Penelbit

Kartu magnetic
stripe palsu
(counterfeit)
dimana kartu
aslinya adalah kartr"r

Chip

tidak memilil<i kemampuan lllemproses
transaksi Kartu Cftrp NSICCS.

PJP AccltLirer

I(alttr ntagnetic
stripe palsu
(counterfeit)
dimana kartu
aslinya adalah kartu
Chip

memiliki l<emampuan [remproses
transaksi Kartu Cftlp NSICCS.

PJP Penerbit

I(artu Chip palsu
(counter/bit)
dimana kartu
aslinya adalah kartu
Chip

memiliki l<emampuan mefirproses
transaksi I(artu Cftrj, NSICCS.

PJP Penerbit

BAB III

Pasal 5

Transaksi Fallback
(1) TransaksiJallback rnerupakan transaksi yang rnenggunakan Kartu ATM danlatau Kaltu

Debit ChippadaTerminal Chip dimanaTerminal gagal mernbacaChippada kartu sehingga
data yang dibaca dan yang diploses oleh Terminal adalah data yang ada dalam magnetic
stripe pada kartu tersebut.

(2) Ternrinal yang dikelola oleh PJP Aceluirer sebagairnana dimaksud pada ayat (l) wajib
men geluarkan iuformasi bahwa transaksi tersebut adalah tlansaksi /a l l b a c k.

(3) PJP Acquirer wajib ntencantumkan infonnasi transaksi /tllback sebagaimana dirnaksud
padaayat (2) dalarn nxessoge yang dikilimkan ke PJP Penelbit melalui Lernbaga S'vitching.

(4) PJP Penelbit wajib menolak trar-rsaksi./Zrllback sebagairnana dirnaksud pada ayat (1).

v
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(5) Apabila transaksi fallback tersebut disetujui oleh PJP Penerbit, maka PJP Penerbit
bertanggurg jawab atas seluruh kerugian yang timbul sebagai akibat diproses dan
d i s ettrj r-riny a tr ans aksi fa I I b a c k ter s e b u t.

(6) Dalam hal transaksi fallback ditelima dan disetujui oleh PJP Penerbit clikarenakan PJP
Acquirer tidak rnernenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas,
maka PJP Acquirer berranggLuig jawab sepenuhnya atas kerugian yang tirnbul sebagai
akibat diproses dan disetujuinya transaksi./attback tersebut oleh PJP Penerbit.

(7) Dalam hal terjadi kerugian yang diderita PJP Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), maka PJP Penerbit dapat mengajril<an klairn sebagaimana diatur dalam KASPI ini.

BAB IV
KLAIM

Pasal 6
Batas Waktu Penyarnpaian Klaim

(1) Dalam hal terjadi transaksi yang diakibatkan oleh tindak kejahatan atas penyalahgunaan
Kartu Palsu, maka klaim dapat diajukan kepada pihak yang bertanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam batas waktu 120 (seratus dua puluh) Hari
I(alender sej ak tanggal tlansaksi.

(2) Klairn dikirim oleh PJP Penerbit dan diterima oleh Lembaga Switching PJP Penelbit
selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB di Hari Kerja terakhir dalarn batas waktu
sebagaimana tercantum pada ayat (1) tersebut di atas.

(3) Dalam hal pengajuan klairn rnelewati batas waktlr yang ditetapkan pada ayat (1) dan (2),
maka Lernbaga Switching PJP Penerbit wajib menolak pengajuan klaim tersebut.

Pasal T
Pengajuan Klaim

(1) Klaim disampaikan oleh PJP Penerbit kepada PJP Acclttirer melalui Lembaga Switching
dengan menggunakan sarana komunikasi yang otentik seperti sulat yang ditandatangani
pejabat yang berwenallg, surat eletronik, atau rnedia komunikasi atLthenticated lainnya
selta melampirkan bukti-bukti yang sekulang-kurangnya meliputi :

a. nomor kartu;
b. nama pengguna kartu;
c. tanggal, waktu dan lokasi transaksi;
d. nilai transaksi;
e. kronologis kasus;
f. laporan pengaduan dari nasabah; dan
g. keterangan lain yang diperlukan.

(2) Lembaga Switching PJP Penerbit wajib melakukan verifikasi dan memeliksa kelengkapan
dokumen sebelum rneneruskan klairn yang diterirna dari PJP Penerbit kepada Lembaga
Sw i t c hi ng P JP A c quir e r selambat-lambatnya Hari I(erj a berikutnya (H+ I ).

(3) Lembaga Switching PJP Acquirer wajib melakukan pemeriksaan atas klaim yang diterima
dari Lemba ga Switching PJP Penerbit dan meneruskan klaim tersebut kepada PJP Accluirer .

(4) Dalam hal Lembaga Svtitching PJP Penerbit juga berperan sebagai Lembaga SwitchingPJP
Acquirer maka Lembaga Switching tersebut menjalankan tugas sebagai Lembaga
Sttitching PJP Penerbit dar-r Len-rbaga Su,itchingPJP Acquirer.

t/,
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Pasal 8
Penyelesaian I(laim

Bilamana hasil verifikasi yang dilal<ukan oleh Lemb aga Switching PJP Acep.rirer menunjukkan
balrwa PJP Acqtrir"er bertanggung jawab sebagaimana ditetapkan clalanr Pasal 4 clan Pasal 5
maka:
a. Lerrbaga SwitcltingPJP Acqtrircr seketika melakukan penagihan kepada PJP Accltrirer atau

pendebitan atas rekening PJP Acquit'er sebesar nilai trar.rsaksi yang diklaim selambat-
larnbatnya Hari l(erja belikr-rtnya (l l+ I),

b. Lembaga S,vitching PJP Acquit'cr meurbayarkan kepada Lembaga &t,itching PJP Penerbit
ut'ttul< keper-rtingan P.lP Penerbit se.jr,urlah nilai transaksi yang cliklaim pada hari yang sama
diIakukannya per-rdebitan/penerimaan dana; clan

c. PJP Acquirer bertanggung.iawab sepcnuhnya atas pembayararl lclaim yang diajukan oleh
PJP Penerbit melalr.ii Lembaga Sr,vitching.

Pasal 9
Pengaj r"ran l(eberatar-r atas I(lair-n

(1) PJP Acquirer dapal mengaj r,rl<an kebelatan atas lilaim yang diterimanya dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. PJP Accltlirer memberil<an br,rkti bahwa Termir-ral yar-rg digunakar-r telah memiliki

kernampuall mel-nproses transaksi I(artr"r C/zz7r NSICCS; dar/atau
b. I(lain-r yang diajukan oleh PJP Penerbit telah r.r.relewati batas waktu klaim yang

ditentukan sebagaimana dimaksucl dalanr Pasal 6.
(2) Pengajuan I(eberatan atas klaim disarnpaikan selambat-lambatnya 30 (tiga pLrlLrh) IJari

I(alender sejak diterimanya l<lair-r-r dengan melampirkan bukti-bLrl<ti sebagaimana climaksr-rcl
pada ayat (1).

(3) Pengajr,ran keberatan klaim yang diajukan oleh PJP Acqtrit'er wajib terlebih claliLrlr-r

diverifikasi oleh Lembaga Stvilching l>.lP ,tlctlLrit'er, sebelum keberatan tersebr.rt diteruskar-r
l<epada Lembaga Svtilching P.lP Penelbit yang l<emudian memeriksa kebcnarannya.

(4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaarr Len'rbaga Stvitching PJP Penerbit r.nenunjukkarr
bukti-bukti yang disarnpail<an valid maka PJP Penerbit wajib mengernbalikan kepada PJP
Accluirer dana sebesar nilai klaim yang dibayarkan sebelr-rrrnya. Pengembalian dana
diIal<r"rkan melah,ri Lernbaga Stvit ching yang bersangkutzut.

BAB V

Pasal I 0
Turgas Lembaga S,rtitching dalan'r Menangarri I(Iaint -fransaksi

Menggurrakan l(artu Palsu dan Transaksi Fallback
Dalarr nrenangani klaim transaksi menggunakan l(artu Palsu dan/atan transal<si .fhllback,
Lenibaga Sr,vitching wajib melakukan hal-hal antara lain:
a. memeriksa kelengkapan dokurnen klaim atau l<eberatan klaiur;
b. tuemverifikasi keberraran dan keabsahan klaim atau l<eberatan lilaim;
c. melal<ukan penagihan kepada pihak yang bertangglutg .jawab atas klaim atau keberatan

l<laim dan membayarkan atau mengembalikan kepada pihak yang berhal< menerima dana
atas lclaim atau keberatan l<lain-r;

d. nretnbuat laporan sesuai dengan I(ASl)l ini kepada ASPI dan Lernbaga Servic'es;
e. nrasing-uasing Lembaga Stvitchiirg wajib lllellplutyai prosedur opelasional (Stunclcu,cl

Operalionul Procech.u"e) penanganan hlaint; dan

*/
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dalarrr hal Len-rbaga Sr,vitching P.lP Penerbit.juga berperan sebagai l,embaga StvitchingPJP
Accluirer maka Lembaga Stvilching telsebr.rt bertanggung jawab menlalankan tllgas sebagai
Len-rbaga S'vitching PJP Penerbit dan PIP Accluirer.

Pasal 1 1

Tugas Lembaga Service.y dalam Menangani l(aim Tlansaksi
Menggunakan I(artr-r Palsr"r dan/atau Transali si l;ullbuck

Dalanr treuangani klaim transal<si nenggunakan I(artu Palsu dan/atau transaksi .fLrllbctck,
Lembaga Services wajib melakr-rl<an hal-hal antara lain:
a. melakukan kornpilasi dar, analisa atas lapolan dan data-data yang disampaikan olel-r

Lenrbaga Sv,itching untuk dilal<ukan investigasi;
b. analisa yang dilakukan Lernbaga Services digunakan untuk mendapatkan informasi moclus

dan tempat terjadinya trausal<si rnenggunal<an I(ar.tr-r Palsu; dan
c. mernberikan usulan perbaikan kepada Lembaga Sy,itching terhadap penyebab terjadinya

transaksi yang menggunal.-an l(artu Palsu dan melakr.rkan Llpaya pencegahan agar ticlak
teriadi di ken-rudian hari, dengan tembusan l<epada ASPI.

BAB VI
LAPOR,'\N DAN SANI(SI

Pasal 12

Laporan
(l) Lernbaga Swilching wajib nlenyarllpaikan laporan klain-r kepada ASPI, sesuai format

laporan yang tercantum dalam Lampilan I(ASPI ini.
(2) Laporan sebagaimana dirnel<sud pada ayat (l) terdiri atas:

a. Lapolan Insidentil; dan
b. Laporar-r Bulanan.

(3) Laporan insidentil disampail<an paling lambat 3 (tiga) Hari I(erja setelah klaim diterima
olelr Len-rbaga Stvitching dari PJP Penerbit.

(4) Laporan bulanan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, atau
Hari l(erja berikutnya apabila tanggal 10 (sepuluh).jatuh pada hari libr-rr.

(5) Penyarnpaikan laporan kepada ASPI scbagairnana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara
teltulis dan dikilim melalui e-ntctil ke laporan@aspi-indon atau melalui surat yang
dil<ilimkan ke kantol ASPI

Pasal 13

Sanksi
(1) Anggota ASPI yang tidak memenuhi kewajibar-r yar-rg dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2),

ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9 ayat
(3) dan ayat (4), Pasal 10, Pasal I I dar-r Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif
berr-rpa teguran tertulis.

(2) Apabila dalarn jarrgka waktu 30 (tiga puluh) Ilari Kalender sejak tanggal surat teguran
tertulis pertama dikeluarl:an, Anggota ASPI tersebr,rt belr-un meurenuhi ketentuan
sebagaiurana din'raksud pada ayat (1). maka Anggota ASPI tersebut akau diberikan surat
teguran tertulis kedua.

(3) Apabila dalam jangka wakru l4 (empat belas) Flari Kalender sejak tanggal surat tegu'an
teltulis kedua dikeluarkarr, kewajibern sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tidal< dipenuhi, maka ASPI al<an melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bank Indonesia
untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlakr-r. v



s
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Penutup
(1) Seluruh Anggota ASPI wajib mematuhi dan melaksanakan KASpI ini.
(2) Dalam hal terdapat perbedaan anrara KASPI ini dengan ketentuan Bank Indonesia yang

mengatur hal yang sama dengan KASPI ini, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan
Bank Indonesia.

(3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam I(ASPI ini dapat diatur lebih
lanjut dalam peraturan atau ketentuan tersendiri atau dengan melakukan perubahan
terhadap I(ASPI ini.

(4) KASPI ini rnulai bellaku sejak tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal T Juli 2023

ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA

SANTOSO
Ketua Umum

HANDAYANI
Sekretaris Jenderal




